BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam akad pembiayaan pada
bank syariah sebagai jaminan pelunasan pembiayaan yang mengacu pada
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada dasarnya
bertentangan dengan prinsip Syariah terutama terkait penyelesaian ketika
terjadi sengketa antara nasabah dengan bank sebagaimana diatur dalam
Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah. Dalam pembiayaan pada prinsip Syariah tidak ada
istilah utang piutang sehingga ketika timbul sengketa seharusnya tidak
serta merta dilakukan eksekusi seperti yang diterapkan pada bank
konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan tersebut diatas.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 seharusnya
menjadi dasar yang paling pokok dalam hal pelaksanaan eksekusi hak
tanggungan melalui Pengadilan Agama selain aturan-aturan lain yang
terkait dengan perbankan syariah, namun pada kenyataannya terdapat
penyelesaian sengketa antara perbankan syariah dengan nasabah yang
diproses melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut memberikan indikasi
bahwa tidak ada sinkronisasi pelaksanaan penyelesaian sengketa hak

tanggungan Antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
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Perbankan Syariah melalui Pengadilan Agama yang diperkuat dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah yang diselesaikan
melalui Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Hak Tanggungan merupakan suatu hak jaminan atas tanah untuk
pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor lain dalam sistem perbankan
konvensional. Dikarenakan dalam prinsip syariah tidak ada istilah utang
piutang maka untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan
perbankan Syariah, seharusnya perlu dibentuk peraturan perundang-
undangan mengenai Lembaga Jaminan yang mengatur lebih spesifik
jaminan pelunasan/pengembalian terhadap pembiayaan yang diberikan
dengan berpegang pada prinsip-prinsip Syariah yang mengedepankan
prinsip sukarela dan keadilan.

3. Masih banyaknya interprestasi yang berbeda-beda para pemangku
kepentingan di Pengadilan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Undang-undang khususnya terkait penerapan prinsip Syariah sehingga
diperlukan :

a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
eksekusi jaminan maupun sengketa dalam ekonomi syariah atau

perbankan Syariah terutama UU Perbankan Syariah, Lembaga
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Jaminan semacam Hak Tanggungan Syariah dan Dewan Syariah
Nasional (DSN) selaku lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan
fatwa terkait ekonomi Syariah. Untuk memastiakan keselarasan
perundang-undangan tersebut diperlukan sosialisasi ke seluruh jajaran
Lembaga peradilan sehingga tidak terjadi salah penafsiran lagi.

Perlunya pengawasan secara berkala dan intensif dari Badan
Pengawas Syariah (BPS) yang ada di masing-masing Bank Syariah
terhadap kendala dalam penerapan prinsip Syariah serta secara proaktif
memberikan masukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN)
sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran di lingkungan

Pengadilan Agama terkait kompetensi absolut.
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